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	Kedudukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam tata kelola keuangan Negara/Daerah sangatlah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, mengingat peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sangat menentukan untuk bisa memberikan keyakinan dan kepastian dalam bentuk pertanggung jawaban keuangan Negara/Daerah terhadap tingkat kepatuhan dari sisi hukum Administrasi Negara yang di awali pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara formal maupun material, namun demikian peranan pengawasan merupakan bagian dari sebuah sistem dalam suatu tatakelola pemerintahan yang baik dalam sistem kelembagaan pemerintahan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai mana diatur di dalam undang-undang sebagai mana diatur di dalam undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disatu pihak pengawasan merupakan upaya dalam konteks tata kelola sumber daya didalam menjalankan roda pemerintahan di daerah untuk memberikan jaminan kepastian terhadap kepatuhan dari sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Sedangkan dilain pihak bahwa kedudukan Aparat Pengawasan dan lembaga pengawasannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem kelembagaan Daerah.
	Untuk itu sebagaimana tersebut di atas perlu mengetahui kedudukan dan independensi aparat pengawas intern pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Kedudukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah di Kabupaten Bandung merupakan bagian sistem kelembagaan Daerah dengan kedudukan sebagai perangkat Daerah di bawah koordinasi sekretariat Daerah sejajar dengan organisasi perangkat Daerah lainnya; Independensi propesionalisme dan integritas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya untuk bersikap dan bertindak lebih objektif masih terjadi kendala, mengingat kedudukan inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem kelembagaan maupun dari aspek pembinaan secara kepegawaian berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah selain lemahnya Independensi masih di pandang kurangnya tenaga/sumber daya aparat pengawasan intern pemerintah Daerah. 
	Dari penjelasan diatas dapat terdiskrifsikan bahwa betapa pentingnya fungsi pengawasan khusus dalam tata kelola keuangan daerah jika sikap aparat pengawasan intern pemerintah meningkatkan  peranan dan fungsinya kearah yang lebih netral dan independensinya terjaga, maka diharapkan kualitas hasil auditnya lebih proporsional, dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa lembaga pengawasan sebagai lembaga penjamin dari kepatuhan perencanaan, pelaksanaan atas program dan kegiatan yang telah ditentukan akan lebih baik existensinya dalam peranan pembinaan dan pengawasan.
Kata kunci : Aparat Pengawasan Intern,Tata kelola keuangan Daerah, Hukum     
                     Administrasi Negara di Inspektorat Kabupaten Bandung.

ABSTRACT
	The position of the Government’s Internal Supervisory Apparatus in State/Regional Financial Managemen is very Strategic in the implementation of governance in the region, given the role of the Government Internal Supervisory Apparatus is very decisive in providing confidence and certainty in the from of state/Regional financial liability to the level of compliance with administrative law countries that start at the level of planning, implementation and accountability both formally and materially, however, the role of supervision is part of a system in good governance in the regional government institutional system which is an inseparable part as regulated in the law as regulated in law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, where on one hand the supervision is an effort in the context of resource management in running the wheels of government in the region to provide assurance of certainty of the compliance of a plan, implementation and accountability. Whereas on the other hand, the position of the Supervisory Apparatus and its supervisory institution is an inseparable part of a regional institutional system.
		For this reason, it is necessary to know the position and independence of government internal supervisors in the implementation of governance in the regions, the research method used in this research is the normative juridical approach, the research stage is library research and field research (field research) in analysis using qualitative methods.The results of the study show that ; Position og Government Internal Supervisory Apparatus in this case the Regional Inspectorate in Bandung Regency is part of the Regional institutional system whit the position as a Regional apparatus under the coordination of the Regional secretariat in line whit other Regional apparatus organizations;; Independence of professionalism and integrity, Government Internal Control Apparatus in implementing the main function of the function is to act and act more objectively, there are still obstacles, considering the position of the inspectorate as the Internal Supervisory Apparatus having the same position in the institutional system and from the aspect of staffing under the coordination of the Regional Secretariat in addition to weak independence,  regional government internal control personnel / resources.
	From the explanation above, it can be concluded that the importance of the special oversight function in regional financial governance if the attitude of the government internal supervision apparatus increases its role and function towards a more neutral and maintained independence, it is expected that the quality of the audit results will be more proportional, from the aspect of compliance with applicable laws and regulations that the oversight body as a guarantor institution for planning compliance, implementation of programs and activities that have been determined will have a better existence in the role of guidance and supervision.
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